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RINGKASAN

LEGALITAS PENYELENGGARAAN AKTA NOTARIS BERBASIS
ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Giza’a Jati Pamoro

Perkembangan teknologi digital di era revolusi industri 4.0 memiliki peran
yang signifikan untuk dapat menyelesaikan segala persoalan yang ada dalam
kehidupan manusia. Adapun hal tersebut dapat terlihat dari pemanfaatan jaringan
siber, lalu ditandai dengan kehadiran Internet of Thing (IoT) serta internet.
Kemajuan teknologi hadir secara maksimal dengan menggunakan sistem pintar
yang mengubah kebiasaan manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari
termasuk dalam aktivitas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang saat ini
mulai mengalami transformasi digital, khususnya dalam layanan publik dan
layanan perizinan.

Dalam hal perbuatan hukum keperdaataan, tentu kata Notaris bukan
merupakan hal yang baru dalam aktivitas pelayanan hukum, berdasarkan Pasal 1
Angka 1 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan UU No. 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
menyatakan bahwa Notaris merupakan adalah pejabat umum yang berwenang
untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam UU Jabatan Notaris Atau berdasarkan UU lainnya. Tentu jika
terdapat kalimat “pejabat umum” maka setiap tindakan serta perbuatan hukum
yang dilakukan Notaris harus berdasarkan hukum/Undang-Undang, namun seiring
perkembangan zaman dan kebiasaan masyarakat di era digital ini, pemerintah
telah berkomitmen untuk transformasi ke arah digitalisasi layanan birokrasi dan
perizinan sehingga dapat lebih memudahkan masyarakat serta pelaku usaha dalam
mendapatkan layanan yang efektif, efisien dengan jangan waktu yang cenderung

singkat.
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Persoalan pada penelitian ini hadir ketika semua layanan publik serta
layanan perizinan pemerintah sudah mulai transformasi ke arah digital namun
pelayanan jasa Notaris yang dalam kehidupan sehari-hari sangat penting
khususnya dalam bidang hukum keperdataan masih diselenggarakan secara
konvensional. Padahal, Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Laoly
menyampaikan bahwa per-tahun 2022 ada sekitar 19.000 Notaris di seluruh
Indonesia dan Notaris tiap tahunnya memproduksi sekitar 5 juta Akta. terlebih
dengan keberlakukan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang
memangkas birokrasi serta syarat-syarat yang rumit dengan proses panjang,
pemerintah berupaya maksimal dalam meningkatkan iklim investasi dan berusaha
di Indonesia. Namun, disaat pelayanan publik dan pelayanan perizinan telah ber-
transformasi, pelayanan jasa Notaris yang merupakan kunci utama dalam
pembentukan dan/atau perubahan badan hukum / badan usaha, masih harus
diselenggarakan secara konvensional.

Penelitian terdahulu mengenai Akta Notaris berbasis elektronik sudah
banyak dilakukan, dan kesimpulan utama dari penelitian-penelitian teresebut
adalah bahwa UU tentang Jabatan Notaris harus diubah. Namun, belum ada
didalam penelitian tersebut yang membahas tentang substansi dari perubahan UU
tersebut. Oleh karena itu, penulis dalam tesis ini melakukan penelitian yang
bertujuan agar dapat menganalisis lebih jauh tentang hal-hal yang menjadi
kendala penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik di Indonesia. pada
kesempatan kali ini penulis membandingkan penyelenggaraan Akta Notaris di
Indonesia dengan negara Estonia dan Prancis, adapun kendala yang ada di UU
Jabatan Notatis di Indonesia adalah berkaitan dengan proses (verlijden) dan
produk (Akta) yang memang masih harus diselenggarakan secara konvensional.
Didalam penelitian ini penulis menggunakan teori hukum konvergensi sebagai
landasan pemecahan masalah, sehingga dalam proses harmonisasi dengan
perubahan UU Jabatan Notaris dapat dilakukan secara deliberatif menyeluruh.
Didalam penelitian ini penulis juga menguraikan akibat hukum jika

penyelenggaraan Akta Notaris tersebut dapat dilakukan secara elektronik, dan
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setelahnya, menetapkan suatu konsep mekanisme penyelenggaraan Akta Notaris
berbasis elektronik.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan Akta
Notaris berbasis elektronik di Indonesia untuk saat ini sudah dapat dilaksanakan
minimal terhadap prosesnya (verlijden), karena jika melihat kebutuhan dan aspek-
aspek pendukung lainnya, kondisi Indonesia saat ini sudah memungkinkan,
seperti: proses berhadapan, pembacaan dan tanda tangan secara daring terpisah
antara pihak satu dengan pihak lainnya. Namun untuk produknya (Akta Notaris)
untuk saat ini masih belum dapat dilaksanakan karena infrastruktur serta sarana
prasarana di Indonesia belum terlalu mumpuni, salah satu contohnya adalah Kartu
Tanda Penduduk (KTP) yang hingga saat ini masih sering ditemui beragam
masalah, sehingga masih perlu persiapan yang matang untuk jangka waktu yang
akan datang, namun hal-hal tersebut tetap harus diawali dengan mengubah UU
Jabatan Notaris terlebih yang uraiannya secara detil termuat didalam penelitian

tesis ini.
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SUMMARY

LEGALITY OF IMPLEMENTING ELECTRONIC BASED NOTARY
DEEDS IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM

Giza'a Jati Pamoro

The development of digital technology in the era of the industrial revolution
4.0 has a significant role in being able to solve all the problems that exist in
human life. This can be seen from the use of cyber networks, then marked by the
presence of the Internet of Thing (IoT) and the internet. Technological advances
are present to the fullest by using smart systems that change human habits in
carrying out daily activities including in carrying out legal actions which are
currently experiencing digital transformation, especially in public services and
licensing services.

In terms of civil law activities, of course, said the Notary, this is not
something new in legal service activities, based on Article 1 Number 1 of Law no.
30 of 2004 concerning the Position of Notary and Law no. 2 of 2014 concerning
Amendments to Law no. 30 of 2004 concerning the Position of Notary, states that
a Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and has
other authorities as referred to in the Law on Notary Position or based on other
laws. Of course if there is the phrase "public official" then every action and legal
action taken by a Notary must be based on laws, but along with the times and
people's habits in this digital era, the government has committed to transforming
towards digitizing bureaucratic services and permits so that it can make it easier
for the public and business actors to obtain effective and efficient services with a

relatively short time.

The problem in this research arises when all public services and government
licensing services have begun to transform towards digital, but notary services,
which are very important in everyday life, especially in the field of civil law, are
still held conventionally. In fact, Indonesian Minister of Law and Human Rights

Yasona Laoly said that as of 2022 there will be around 19,000 Notaries
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throughout Indonesia and Notaries annually produce around 5 million Deeds. with
the enactment of Law 11 of 2020 concerning Job Creation and PP No. 5 of 2021
concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing which cuts
bureaucracy and complicated requirements with a lengthy process. Moreover, the
government is making maximum efforts to improve the investment and business
climate in Indonesia. However, when public services and licensing services have
transformed, notary services, which are the main key in the formation and/or

change of legal entities/business entities, must still be held conventionally.

Many previous studies regarding electronic-based notary deed have been
carried out, and the main conclusion from these studies is that the law on the
position of notary public must be changed. However, none of the research has
discussed the substance of the amendment to the law. Therefore, the author in this
thesis conducts research with the aim of being able to analyze further about the
obstacles to the implementation of electronic-based Notary Deeds in Indonesia. on
this occasion the author compares the implementation of notarial deeds in
Indonesia with Estonia and France, while the obstacles that exist in the Notary
Office Law in Indonesia are related to processes (verlijden) and products (deeds)
which still have to be organized conventionally. In this study, the authors used the
theory of convergence law as a basis for problem solving, so that in the process of
harmonization with changes to the Law on Notary Positions it can be carried out
in a completely deliberative manner. In this study, the authors also describe the
legal consequences if the implementation of the Notary Deed can be carried out
electronically, and after that establishes a concept of an electronic-based Notary

Deed implementation mechanism.

The results of this study conclude that the implementation of electronic-
based Notary Deeds in Indonesia for now can be carried out at least in terms of
the process (verlijden), because if you look at the needs and other supporting
aspects, Indonesia's current conditions are already possible, such as: the process of
dealing, reading and signatures boldly separated from one party to another.
However, for the product (Notarial Deed) at this time it still cannot be

implemented because the infrastructure and infrastructure in Indonesia are not

X1
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very qualified, one example is the Identity Card (KTP) which until now is still
often encountered with various problems, so it still needs careful preparation. ripe
for the future, but these matters must still be preceded by amending the Law on
Notary Offices, the detailed elaboration of which is contained in this thesis

research.

X1l
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ABSTRAK

LEGALITAS PENYELENGGARAAN AKTA NOTARIS BERBASIS
ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Giza’a Jati Pamoro

Penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik di Indonesia masih
terkendala oleh beberapa hal salah satunya adalah keberlakuan UU Jabatan
Notaris dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kebiasaan dalam
penyelenggaraan Akta Notaris. UU Jabatan Notaris dinilai sudah tidak relevan
dengan kondisi saat ini yang masif memanfaatkan teknologi untuk menunjang
aktivitas sehari-sehari. Oleh sebab itu, dalam upaya transformasi penyelenggaraan
Akta Notaris ini memerlukan kajian deliberatif agar dapat menjawab kebutuhan
dan menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian hukum non-doktrinal yang mengkaji serta menganalisis hal-hal
yang berkaitan dengan isu serta topik tertentu namun sebagai penunjangnya,
penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undangan, pendekatan
konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan sosio legal. Hasil dari
penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan Akta Notaris berbasis
elektronik di Indonesia untuk saat ini sudah dapat dilaksanakan minimal terhadap
prosesnya (verlijden). Namun untuk produknya (Akta Notaris) untuk saat ini
masih belum dapat dilaksanakan karena infrastruktur serta sarana prasarana di
Indonesia belum terlalu mumpuni sehingga membutuhkan persiapan yang matang
dan memerlukan jangka waktu yang tidak sebentar agar penyelenggaraan Akta
Notaris berbasis elektronik dapat terlaksana sesuai perhitungan dan kajian yang

komprehensif.

Kata kunci: Akta Notaris, Cyber Notary, e-Notary, Akta Notaris elektronik.
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ABSTRACT

LEGALITY OF IMPLEMENTING ELECTRONIC-BASED NOTARY
DEEDS IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM

Giza'a Jati Pamoro

The implementation of electronic-based Notary Deeds in Indonesia is still
constrained by a number of things, one of which is the application of the Notary
Office Law and principles related to customs in the administration of Notary
Deeds. The Notary Office Law is considered to be irrelevant to the current
conditions of massive use of technology to support daily activities. Therefore, in
an effort to transform the implementation of this Notary Deed, a deliberative study
is needed in order to answer the need and become a solution to existing problems.
This study uses a non-doctrinal legal research method that examines and analyzes
matters relating to certain issues and topics but as a support, this research uses a
statutory approach, a conceptual approach, a comparative approach, and a socio-
legal approach. The results of this study conclude that the implementation of
electronic-based Notary Deeds in Indonesia for now can be carried out at least in
terms of the process (verlijden). However, for the product (Notarial Deed) at this
time it still cannot be implemented because the infrastructure and infrastructure in
Indonesia are not yet very qualified so that it requires careful preparation and
requires a long period of time so that the implementation of electronic-based
Notary Deeds can be carried out according to comprehensive calculations and

studies .

Keywords: Notary Deed, Cyber Notary, e-Notary, Electronic Notary Deed.
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